PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menimbang

Mengingat

a,

14

WALIKOTA MADIUN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas diperiukan adanya pedoman
pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi  di
Uingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor
21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah
tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga periu diganti ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;



Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informast Publik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di  Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengeloiaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negerl dan Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik ;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota inl yang dimaksud dengan :

1.
2.
3'

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
Walikota adalah Walikota Madiun,
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun,



10,

11

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilal, makna dan pesan, balk data,
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan
dibaca, yang dissjikan dalam berbagai kemasan dan format
sesual dengan perkembangan teknologl informasl dan
komunikasi secara elektronik maupun non elektronik,
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
Informasi publik,

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Madiun serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik,
Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagan atay seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
pemerintah  sepanjang sebagian atau seluruh  dananya
bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar neger,

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diber tugas
untuk mendudukl posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Publik.

Pejabat Pergelola Informasi dan  Dokumentasi, yang
selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung
jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyadiaan, distribusi, dan pelayanan informasi
dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang
terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.



12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID

13.

14,

16.

17.

18.

19.

Utama,

Pengelcla Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya disingkat PLID, adalah susunan pengelola layanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah,
Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP,
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenal
proses penyelenggaraan tugas-tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, yang selanjutnya
disingkat DIDP, adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang selurub Informasi dan dokumentasi- publik
yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak
termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat RPID, adalah tempat pelayanan informasi dan
dokumentasi publik dan berbagal Informasi dan dokumentasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian
informasi dan dokumentasi publik,

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik, yang salanjutnya
disingkat SIDP, adalah sistem penyediaan layanan informasi
dan dokumentasl secara cepat, mudah, dan wajor sesuai
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat LLID, adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasl serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadl antara
Badan Publik dengan Pemobon Informasi Publik dan/atay
Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh  dan/atau  menggunakan  Informasi  publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



20, Orang adalsh orang persearangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik.

21. Pengguna Informasl Publik adalah orang yang menggunakan
infformasi  publik sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

22. Pemohon Informasi Publik adafah warga negara danfatau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi  publik sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

BAB 11
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
Berkala
Pasal 2

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, sekurang- kurangnya terdirf dari :

a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi :

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta
alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor
“unit-unit di bawahnya ;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan
kerja, profil singkat pejabat struktural ;

3. laporan harta kekayaan bagl Pejabat Negara yang wajib
melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan
telah dikiimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke
Badan Publik untuk diumumkan.

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan
yang sedang dijafankan dalam lingkup Badan Publik yang
sekurang-kurangnya, terdirl dari :

1. namy program gan kegiatan ;



penanggung jawab, pelaksana program dan keglatan
serta nomor telepon dan/atau aslamat kantor yang
dapat dihubungi ;

target dan/atau capalan program dan kegiatan ;
jadwal pelaksanaan program dan kegiatan ;

anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber
dan jumiah ;

agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan
Publik ;

informasi  khusus lainnya yang berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat ;

informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau
pejabat Badan Publik Negara ;

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada
Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan
pendidikan untuk umum.

ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang realisasl keglatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capalannya ;

. ningkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnys

terdiri dari :

1'
2.
3.

4,

rencana dan laporan realisasl anggaran ;

neraca ;

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
yang disusun sesual standar akuntansi yang berlaku ;
daftar aset dan investasi.

. ningkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-

kurangnya terdin dari :

1.
2.

jumiah permohonan Informasi Publik yang diterima ;
waktu yang diperlukan dalam memenubl setiap
permohonan Informasi Publik ;

jumiah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebaglan atau selurubnya dan permohonan
Informasi Publik yang ditolak ;

alasan penolakan permohonan Informasi Publik,



e informasl tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
yang menglkat dan/atay berdampak bagi publik yang
dikelusarkan oleh Badan Publik, terdiri darl :

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Keputusan, danfatau yang
sedang dalam proses pembuatan ;

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan yang
telah disahkan atau ditetapkan,

f. Iinformasi tentang hak dan tata cara mempercleh Informasi
Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak
yang bertanggungjawab yang dapat dihubungl ;

g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh
pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin
atau perjanjian kerja darl Badan Publik yang bersangkutan ;

h. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan
jasa sesual dengan peraturan perundang-undangan
terkait |

I. informasi tentang prosedur peringatan dinl dan prosedur
evakuast keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik,

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam
setahun.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Pasal 3

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara setta merta antara
lain <

a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,

kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit

tanaman, epidemlk, wabah, kejadian luar biasa, kejadian

antariksa atau benda-benda angkasa ;



(2)
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b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti
kegagalan industri atau teknologi, dampak Industr, ledakan
nuklir,  pencemaran  lingkungan  dan  keglatan
keantariksaan ;

¢. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sostal antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror ;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular ;

€. informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat ; dan/atau

f. informasl tentang rencana gangguan terhadap utilitas
publik,

Informasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliput] :

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan ;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak balk
masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang
menerima zin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
tersebut ;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabils keadaan darurat
terjadi ;

d. cara  menghindarl bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan ;

€. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang ;

f. pihak-pinak yang wajib mengumumkan informasi yang
dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban
umum ;

g. tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat

terjadi ;

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau
pihak-pihak yang  berwenang dalam menangguiangl
bahaya danjatau dampak yang ditimbulkan.
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Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 4

(1) Informasi yang wafib tersedia setiap saat, sekurang kurangnya
terdinl dari :

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :

L
2.
3.

5.
6.
7.

nomor ;
ringkasan isi informasi ;

pejabat  atau unit/satuan kerja yang menguasai
informasi ;

penanggungjawab  pembuatan  atau  penerbitan
informasi ;

waktu dan tempat pembuatan informasi ;

bentuk informasi yang tersedia ;

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasl tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

1.

dokumen pendukung sepertl naskah akademis, kafian
atau pertimbangan yang mendasarl terbitnya
peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut ;
masukan-masukan darl berbagal pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut ;

risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut ;

rancangan peraturan,  keputusan atau kebijakan
tersebut ;

tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut ;

peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
diterbitkan.

¢. seluruh Informasl lengkap yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.



d.

Q.

ol
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informasi tentang organisasi, administrasl, kepegawaian,

dan keuangan, antara lain :

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
dan keuangan ;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi
nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan,
penghargaan dan sanksi berat yang pemah diterima ;

3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya ;

4. data statistk yang dibuat dan dikelola oleh Badan
Publik.

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya ;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik datam

rangka pefaksanaan tugas pokok dan fungsinya ;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ;

syarat-syarat perizinan, Zin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penataan [zin yang diberikan ;

data perbendaharaan atau Inventaris ;

rencana strategis dan rentana kerja Badan Publik ;

agenda kerja pimpinan satuan kerja ;

informasi mengenal kegiatan pelayanan Informasi Publik

yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi

Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya

manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta

kuglifikasinga, anggaran layanan Informasi Publlk serta
laporan penggunaannya ;

jumiah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya ;

jumiah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya ;
daftar serta hasii-hasil penelitian yang dilakukan ;



(1)
(2)

3)

(4)

'}§ie

p. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagl
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

q. Informasi tentang standar pengumuman  informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi Badan Publik
yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja
dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam
hidup orang banyak dan ketertiban umum ;

r. Iinformasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,

Bagian Keempat
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 5

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informasl Publik yang Dikecuallkan bersifat rahasia sesual

dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu

dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus

didasarkan pada Pengujian Konsekuensi,

Informasi Publik yang Dikecualikan meliputi :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum, yaitu Informasi yang dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana ;



2.

5.

mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau  korban  yang mengetahul adanya tindak
pidana ;

mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional ;
membahayakan keselamatan dan keshidupan penegak
hukum dan/atau keluarganya ; dan/atau
membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

. Informasi Publik yang apablla dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informas! Publik dapat mengganggu kepentingan
periindungan Hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasl  Publlk dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

L

informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara, meliputl tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri ;

dokumen yang memuat tentang strategl, intelejen,
operasl, teknlk dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi ;

jumiah, kompaosisi, disposisi, atau dislokas! kekuatan
dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya ;

gambar dan data tentang situasi dan keadaan
pangkalan dan/atau instalasi militer ;



6.
7'

~h.

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau
indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negaras  Kesatuan Republik  Indonesia
dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara
lain yang disepakati dalam perjanfian tersebut sebagal
rahasia atau sangat rahasia ;

sistem persandian negara ; dan/atau

sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan
alam Indonesia ;

e mwmmmmmmmm
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional :

1.

A

rencana awal pembellan dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik hegara ;
rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model
operasl Institus| keuangan ;

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarf, atau pendapatan
negara/daerah lainnya ;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
properts ;

rencana awal Investasl asing proses dan  hasil
pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
kevangan lainnya ; dan/atau

hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan
uang.

f. Informasl Publik yang apabila dibuka dan diberlkan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan
hubungan luar neger) :

1.

posisl, daya tawar dan strategi yang akan dan telah
diambil oleh negara dalam hubungannya dengan
negosiasi internasional ;
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2. korespondensi diplomatik antar negara ;

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan
dalam menjalankan hubungan internasional ; dan/atau

4, perindungan dan pengamanan Infrastruktur strategis
Indonesia di luar negeri.

g- Informasi Publik vyang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadl dan
kemauan terakhir atau wasiat seseorang ;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasl Publik dapat mengungkap rahasia
pribadi, yaltu ;

1. nwayat dan kondisi anggota keluarga ;

2. riwayat, kondisl dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang ;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang |

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi  kemampuan
seseorang ; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan keglatan satuan pendidikan formal
dan satuan pendidikan nonformal,

I, Memorandum atau surat-urat antar Badan Publik atau intra
Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuall
atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan ;

J.  Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

undang-undang.
BAB 111
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pasal 6

(1) Informasi dan dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah
bersifst terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuall Informasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia.



(2)

(3)

C))

(1)
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Informasi dan Dokumentas! Publik di lingkungan Pemerintahan
Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan
Dokumentasl Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat
diakses dengan mudah,

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan kepatutan,
kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan
pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suaty
informasi dan dokumentasi diberlkan kepada masyarakat
dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi
dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB 1V
HAK DAN KEWAJIBAN
Baglan Pertama
Hak
Pasal 7

Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi
dan dokumentasl yang dikecualikan dan tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan
negara ;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat ;

¢. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi ;

d. informasli dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan ; dan/atau



(2)

(1

@)

(1)

(2)

(3)
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e. Infoomasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan,

Informasi dan Dokumentasl yang dikecuallkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disjukan oleh PPID Pembantu kepada

PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan

Walikota,

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

Pemerintahan Daerah  wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentas! Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanskan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintshan Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi yang dapat
diakses dengan mudah,

BAB V
PPID
Pasal 9

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentas! dilaksanakan
Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan
PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
pejabat struktural yang membidangl tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan dokumentas! dan/atau kehumasan,
Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk
PLID.



=), =

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID
Utama pada PLID.

(5) PPID Utama di  lingkungan  Pemerintah  Daerah
bertanggungjawab kepada Walikota melalul Sekretaris Daerah,

BAB VI
KELEMBAGAAN PPID
Bagian Pertama
Umum
Pasal 10

(1) PPID Utama dl lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh
PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daersh
dan/atau Pejabat Fungsional,

(2) PPID Pembanty di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas,
Badan, Kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional,

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan
Pasal 11

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

bertugas :

a. menyusun dan  melaksanakan kebijakan informasi  dan
dokumentasi ;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi ;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik ;

e.  melakukan verifikasi bahan informas! dan dokumentasi publik ;



h.
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melakukan ufi konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan ;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat ;

melokukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring
atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang
dilakukan oleh PPID Pembanty ;

melaksanakan rapat koordinasl dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesual dengan kebutuhan ;

mengesahkan Informasi dan dokumentas! yang layak untuk
dipublikasikan ;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi ; dan

m. membentuk tim fasilitasl penanganan sengketa informasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, PPID berwenang :

a.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya ;

mengoordinasikan  pemberian  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya |

menentukan atay menetapkan suaty informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik ; dan
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e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan
dokumentasl untuk kebutuhan organisas,

Pasal 13

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
bertugas :

2

b.

d.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya ;

menyampaikan informasl dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sadilit 6 (enam) bulan sekall atau
sesual kebutuhan ;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesudi dengan tugas pokok dan fungsinya ;

menfamin ketersediaan dan akselerasl layanan Informasi
dan dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat,
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima ;
mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup komponen Perangkat Daergh di lingkungan
Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi  bahan
informasi publik ; dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesual dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID
pembarntu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk :

b‘

menyampaikan, meminta, mengeiola, menyimpan informasi
dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan
perundang-undangan ; dan
mengoordinasikan informasli dan dokumentas! kepada
DPRD untuk menetapkan informasl dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik.
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BAB VIl
KELENGKAPAN PLID
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi PLID ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdirl dari :

(2)

(1)

3,
b.

pembina, dijabat oleh Wallkota dan Wakil Walikota ;
pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Daerah ;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Asisten, seluruh Pimpinan
Perangkat Dagrah dan Pefabat yang menangani bidang
Hukum ;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat yang menangani
informasi dan dokumentasi serta kehumasan ;

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi ;
bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasl, Bidang
Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasiiitas|
Sengketa Infomasl ; dan/atau

pejabat fungsional.

Bagian Kedua
SOP PPID
Pasal 15

Pedoman mengenal SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



)

(2) Pedoman mengenal SOP PPID sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagal berikut

8. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagal PPID
Utama dan PPID Pembantu ;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagal pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperukan ;

C. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu,
Bidang Pendukung dan Pajabat Fungsional ;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagal
Awsan  PPID yang Dbertanggungjawab mengeluarkan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informas Publik ;

e. standar layanan Informasi Publik serts tata cars
pengeloloan  keberatan di  lingkungan  Pemerintahan
Daerah ; dan

f. tata cora pembuaton laporan tahunan tentang Layanan
Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID mengacu kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang SOP di lingkungan

Pemerintah Daerah,

Pasal 16

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain :
a. SOP Penyusunan Daftar Informasl Publik ;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ;
¢, SOP UJi Konsekiensi Informasi Publik ;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan
€. SOP Fasilitasl Sengketa Informasi.
(2) Contoh Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran | Peraturan Wallkota inl,



(h

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

ey I

Bagian Ketiga
DIDP
Pasal 17

DIDP paling sedikit memuat :
a. nomor ;

b. ringkasan lsi informasi ;

C. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasal informasi ;

d, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi ;

e, waktu dan tempat pembuatan infermasi ;

f. bentuk informasl yang tersedia ; dan

9. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip,

DIDP ditatapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID
Utama.

Keseluruhan informasi dan dokumentas! publik yang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan
dikdasifikasi menjadi bahan pustaka.

Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
pada Lampiran II Peraturan Wallkota Ini.

-

Bagian Keempat
RPID
Pasal 18

RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang memadal.

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi,

Bagian Kelima
SIDP
Pasal 19

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah
akses pelayanan informast publik.



()

(1)

(2)

(3)
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Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID
Pembantu.

Bagian Keenam
LLID
Pasal 20

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun

anggaran berakhir,

Salinan LLID Pemerintahan Dperah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri

dan Komisi Informasi Pusat sesual kewenangan masing-masing.

LLID, paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijskan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah ;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik, antara lain :

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasl dan
dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya ;

2, sumber daya manusla yang menanganl pelayanan
informasi dan dokumentasi Publik besarta kualifikasinya
; dan

3. anggaran pelayanan informasl dan dokumentasi publik
serta laporan penggunaannya ;

¢. rncan pelayanan informasi dan dokumentast Publik yang
meliput) :

1. jumiah permohonan Informasi Publik ;

2. waktu yang diperlukan dalsm memenuhl setiap
permohonan  Informasi  Publik dengan kiasifikasi
tertentu ;

3. jumiah permohonan Informasl Publik yang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya ; dan

4, jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
besarta alasannya ;
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d, rincian penyelesalan sengketa Informasl Publik, meliputi :
1. jumiah keberatan yang diterima ;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya ;
3. jumiah permohonan penyelessian sengketa ke Komisi
Informasl yang berwenang ; dan
4. hasil mediasl dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh
badan publik, jumiah gugatan yang diajukan ke
pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh badan publik ;
e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan
Informasl dan dokumentasl Publik ; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Informas! dan dokumentasl.

Pasal 21

(1) WD merupakan bagian darl informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampalkan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Walikota oleh atasan PPID,

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan
oleh Wallkota sebagal bagian dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan
Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan Informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
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BAB VIII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
Pasal 23

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputs

~panp gy

perseorangan ;

kelompok masyarakat ;
lembaga swadaya masyarakat ;
organisasl masyarakat ;

partai politik ; dan

badan publik lainnya.

Pasal 24

Pemohon informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 wajib memenuhl persyaratan !

(1)

mencantumkan identitas yang jelas sesual dengan ketentuan
yang berlaku dan/stau peraturan perundang-undangan ;
mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas ;
menyampalkan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi
yang dibutuhkan ;

mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungjavaabkan ; dan
menyatakan kesaediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk mempemleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya
yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 25

Setisp Pemohon Informasi  Publik dapat  mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasl dan dokumentasi
Publik kepada Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau

tidak tertulis.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

)

(8)

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas

Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan,

dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format

informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh

Pemohon Informasi Publik.

PPID Utama dan/atay PPID Pembantu dan/atau Petugas

Informasl wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang

diajukan secara tidak tertulis.

PPID Utama dan/stay PPID Pembantu dan/atau Petugas

Informasi  wajib memberikan tanda buktl penerimaan

permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada
saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampalkan secara langsung atau

melalul surat elektronlk, nomor pendaftaran diberikan saat

penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampalkan melalul surat, pengiriman

nomor pendaftaran dapat  diberikan  bersamaan  dengan

pengiriman infarmasi.

Paling lambat 10 (sepulub) harl kerja sejak diterimanya

permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan

tertulls yang berlsikan :

8, informasl yang diminta, berada di bawah penguasaannya
staupun tidak ;

b, penerimaan atay penolakan permintaan atas informasi
dengan olasan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

¢, alat penyampail dan format informasl yang akan diberikan ;
dan/atau

d. blaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi
yang diminta,

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang

menguasal Informasi yang diminta apabila informasi yang

diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan

Publik yang menerima permintaan mengetahul keberadaan

Informasi yang diminta,
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(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atay sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan,

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materl yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka informasl yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11) Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis.

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secary tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut ;
a. penclakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (7) ;

b. tidak disediakannya informasi dan dJdiumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi ;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta ;

e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi ;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar ; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebiti waktu yang diatur
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



(2)

(1)

(2)

(3)
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Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g dapat diselesalkan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.

Pasal 27

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik datam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harl kerja setelah
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis,

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan
PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Pasal 28

Alur prosedur layanan Informasl Publik, Format Formulir dan Register
Pelayanan Informast Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Pasal 26 dan Pasal 27, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11
Peraturan Walliota inl,

(1

(2)

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 29

Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi
sesual  dengan  kewenangannya, menetima permohonan
sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena
tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

Pengajuan sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) harl kerja setelah diterimanya
tanggapan tertulis dari Atasan PPID,



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesajan Sengketa
Informasi Publik dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Walikota melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitas

Sengketa Informasi  untuk mengupayakan penyelesaian
sengkets informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.,
Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagal Surat Kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Daerah di Komisi Informasi sesuai dengan
kewenangannya.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketual oleh PPID Utama
dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani
bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya
sesual dengan kebutuhan,

PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengkets
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi
bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang
dipandang perlu,

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID,

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Wallkota Inl mulai beriaku, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pefabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.



Pasal 32

Peraturan Wallkota ini mulal berlaku pada tanagal diundangian.

Agar sstiap orang mengetahuinya, memerntahkan penaundangan
Peraturan Wallkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Madiun,

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 27 Sepresber 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di MADIUN
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LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Septesber 2017

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR SOP
[TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
LOGO INSTANSI TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PENYUSUNAN [
NAMA INSTANSI .*
DAFTAR
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK




DASAR HUKUM KUALIFIKAS! PELAXSANA

1. Undang-Undang Ncamor 14 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 ;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisl Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komist Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Komisl Informasi Nomor 1 Tahun 2017,

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGEAPAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerjs
2. Term of Reference

3. Alat Tulls Kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Digimpan dalam bentuk soffcopy dan Aardeopy




Pelaksana Pendukung
Kegiatan Keterangan
PPID PPID Atasan
Pembantu Utama PPID Nesengiap) Waka Qg
2 3 4 5 6 7 8
Mengumpulian informas: dan L UU Ko 14 Secara DIDP yang telah
dokumentas! yang berkualitas Tahun 2008; | berkala, dikumpulkan
dan redevan dengan tupoksi LUU No 25 serta merta | darl komponen
masing-masing komponen di . Tahun 2009; |dansetiop | dan Perangiat
Lingkungan 3, UU No 23 saat Daerah
Pemerintahan Daerah, Tahun 2013;
balk yang diproduksi sendirl, 4. PP 61 Tahun
dikembangkan, maupun yang 2010;
dikirim ke pibak fain, yang 5 Perki No |
Berupa arsip statis maupun Tahun 2010;
dinamis, arsip aktif maupun 6. Petki No |
arsip inaktif dan arsip vital Tahun 2013;
yang dikuasal. Informasl yang 7. Petkifo |
dilakukan mefiput! jenis Tahun 2013,
dokumen, penanggung jawab

pembuatan, serta bentuk
infarmasi yang tersedia dalam
hardcopy dan softcogy. Format
pengisian dalam pengumpuian
informasi dan dokumentasi di
masing-masing komponen di

Lingkungan
Pemerintahan Daerah.




1 2 3 4 “ ? 8
2 [Mengkiasifikasikan seluruh . UU No 14 Secara DIDP yang telah
Informasi dan dokumentasi l Tahun 2008; | berkala, diklasifikasi
yang telah dikumpulian dan U No 25 sorta merta | kebenarannya
mengidentifikasikannya Tahun 2009; | dan setiap

berdasarkan sifat informasi . . 3. UU No 23 saat
dan dokumentasi, selain Ity _T Tahun 2013;
juga mengkiasifikasikan . PP 61 Tahun
Informasi dan dokumentasi 2010;
yang dikecualilan dengan Perkl No 1
kategori sebagaimana yang Tahun 2010;
telah ditetapkan melalul UJ P,mml
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun 2013;
dan Pasal 18. Pengujian 7. Perki No 1
tentang konsekuensi dengan Tahun 2017.
seksama dan penuh ketefitian

schelum menyatakan

Informast dan Dokumentasi

Publik tertenty dikecualikan

oleh setiap orang.

3 | Mendokumentasikan informasi Alat tulis Secara pioe
publik dalam bentuk saftcopy kantor berkata,
dan tempat penyimpanan . serta merta
dokumen dalam bentuk Aad/ dan setiap
copy dengan tata cara sepert! saat
mengarsip dokumen dan
dpuahhnsenntﬂlﬂﬂhsl
informasi dan dokumentasi
wajib, secara berkala, serta
merta dan setiap saat. Periu
dibuat daftar Informasl dan
dokumentasi yang dikecualikan,




[

4 | Menetapkan DIDP secara Mengadakan Setelah Surat Setzlsh DIDP
resmi dan mengumumkan . rapat bersama | DIDP Keputusan ditetapkan,
kepada masyarakat. dengan PPID terkumpul DIDP yang Jia ada

Utama dan darl PPID ditandatangani tambahan
PPID Pembantu oleh Atasan Informasi
Pembanty PPID bary, dibuat
untuk SK untuk
Menetapkan ditetapkan
) 1

5 | Mengunggah DIDP ke Wedsite dan Seteiah Adanya konten
Website resmi sarana cioe DIDP di website
Pemerintah Daerah maupun .{— informasi ditetapkan Pemerintah
medalul sarana informasl lainnya yang olch Atasan | Daerah
lainnya. dirviilik oleh PPID

Pemerintah




8. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAST PUBLIK

OR SOF
%ﬁﬁ]ﬁm
[TGL. REVISI
LOGO TGL. EFEXTIF
INSTANSI
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
NAMA PELAYANAN
INSTANSI
PERMOMONAN INFORMASI
PUBLIK
DASAR HUKUM FUALIFIKAST PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 ;
2. UU 25 Tahun 2009 |
3. UU 23 Tahun 2013 ;
4. PP 61 Tahun 2010 ;
. Perio 1 Tahun 2010 ;
Perkd 1 Tahun 2013 ;
. Perkd 1 Tahun 2017,
KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN!
. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Term of Reference
. Alat tulis kantor
, Jaringan Intemet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
- Disimpan datam bentuk soffcopy dan Aardcopy




Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Pemohan Bagian PPID dan " dan " Keterangan
Informasi | Registrasi FPID Perangkat | Kelengkapan Wakty Output
PPID Pembantu | Daerah
: - zm 3 4 ] 6 7 8 G 10
ormasi menyam 1) Formulir Formulir
@Iﬂ informasi dibutuhicn B iy m-m Permohonan

Melakukan registrasi barkas
permohonan informast publik. Jika
dokuman/intormas! yang dimnta
telah termasuk dalam DIP dan
dimiliid oleh meja informasi atay
sudah terdapat di websie PPID, maka
langsung diberikan kepada pemahon
informas! atau bisa langsung diunduh
oleh pemohon Informast. Jika
Informasi/dokumentasl yang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka
berkas permohonan disampalkan
kepada PPID atau PPID Pembantu.

<
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8
10 (sepuluh)

PPID meminta kepada komponen DIP yang DIP

atay Perangkat Daerah untuk tzlgh hari kerja

membetikan informasi atau dokumen ditetapkan sejak

WWWMDIP. -(—i . oleh permohonan

kepada PPID untuk diberiian kepada kompenen informasi

pemohan informasl, Komponen atau atau diterima oleh

Perangkat Daerah memberikan Perangkat PPID

Informasl stau dokumen yang Daerah

dimaksud kepada PPID atau FPID

Pembantu.

Memberikan informasi atau dokumen Informasi Perpanijangan | Informasi

memwm -( atau permohonan | publik

yang tefah menandatangani tanda Dokumen informasi yang

bukt panerimaan informast atau yang adalsh diminta

dokumen. diminta oleh |7 (tujuh) hari | oleh
pemohon kerja pemohon
informasi informasi




C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SOP
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI '
LOGO IGL. EFEXTIF
INSTANSI
DISAHKAN OLEH
SOP
ey (11 KONSEKUENS]
INSTANS!
INFORMAS] PUBLIK
DAGAR HUKUM KUALIFINAST PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008;
2. UL 25 Tahun 2009;
3. UU 23 Tahun 2013;
4. PP 61 Tabun 2010;
. Porid 1 Tahun R010;
Perki 1 Tahur 2013;
[7. Perkd 1. Fahun 2017,
KETERIKATAN: TAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
. Term of Reference
Alat tulis kantor
. Jaringan Intermet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcopy




Pelaksana Pendukung
PPID Tim Komponen
Kegiatan Utama dan | Pertimbangan atau Keterangan
PPID Pelayanan Perangkat Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Informasi Daerah
2 3 4 5 7 & 5 10
Melakukan kajlan atas Berkas Setiap saat Berkas
informasi/dokumen yang tidak permohonan permahonan
termasuk dalam DIP dengan infromasi/ Informasl
melibatian Tim Pertimbangan . dokumen darl yang telah diisl
Felayanan Informasi, Pamohan lengkap dan
Informasi dilampin
fotocopy/<can
identitas dinl NIK
Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum Pada hari Surat
Informasl/ dokumen yang dimaksud dan jam kerja | Keputusan Tim
yang bersifat rahasia berdasarkan Nomor 14 Tahun Pertimbangan
WU, kepatutan dan kepentingan 2008 dan Pelayanan
umum Peraturan Komisl Informas
> Informasi Nomor
1 Tahun 2010

Menyampaikan kepada PPID atas Informasi/ Pada hari Informasi/
status informasi/dokumen yang dokumen yang | dan jam dokumen ditrl
diminta pemohon informasi, telah keria, komponen
apakah termasuk rahasia atau lq- dinyatakan maksimal 10 | atau
terbuka. Jika Informasi/dokumen terbuka untuk | (sepuluh) Perangkat
yang dimaksud adalah terbuka, pubilik hari kerja, Daerah
maka PPID memerintahkan kepada colak
kamponen/Perangkat Daerah i . permohonan
urtuk menyerahkan informasi/ Informasi
dokumen yang dimaksud. JNia teregistrast
status informasl/ dokumen oleh




sy

Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi dinyatakan rahasia,
maka PPID membuat surat
pmdﬁmkepacamm
Manberﬂnnwmmm Infarmasl/ Maksimal Informasi
diminta oleh Dokumen yang | diberikan ;ummmg
pemohon informasi dengan diminta oleh perpanjangan nta
menandatangani tanda bukil Pemaohon pemenuban oleh Pemohon
penerimaan atau memberikan - Informasi atau | permohonan | Informasi
surat penolakan kepada pemohon I surat informas! atau surat
mnymlnl ' fika Informasi/ (W):ai
di rahasia.

dokumen

tersebut

dikategorikan

rahasia




D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

SOP ’
ATAN -
TGL. REVISI 2
LOGO TGL. EFEKTIF P
INSTANSI
PISAHKAN OLEH "
SOP
NAMA PENANGANAN KEBERATAN
INSTANSI
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM PELAKSANA
1, UU 14 Tahun 2008 ;
2. UU 25 Tahun 2009 ;
3, UU 23 Tahun 2013 ;
4. PP 61 Tahun 2010 ;
5. Perkl 1 Tahun 2010 ;
l6, Perki 1 Tahun 2013 ;
7. Perki | Tahun 2017,
KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Term of Reference
Alat tulis kantor
. Jaringan Internet
PERINGATAN! PENCATATAN DAN PENDATAAN:
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Pelaksana Pendukung
PPID atau
Keglatan Pemohon Baglan PPID | Keterangan
Informasi Regstrasi i Kelenghapsn Output
F 3 4 5 7 8 9 10
Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan Formulie
menyampaikan pengajuan Pengajuan jam kerja pengajuan
keberatan atas tidak tedayaninya Keberatan keberatan
permohonan Informasi yang Informasl pelayanan
dibutuhkan melalul : (1) datang Publik yang Informasi
langsung dan menglsi formulir . tersedia di publik yang
permohonan pengajuan keberatan mmml telah dilsé
Infarmasi publik dengan PPID atau lengkap dan
melengkapi fotocopy identitas din ditampiikan di dilampiri
(NIK), (2) melalul website dengan website dan fotocopy/scan
mengisi formulir yang telah dapat diunduh, identitas dirl
diunduh dan menyertakan scan (2) Fotocopy (NIX)
jdentitas dirl (NIK) kemudian atau
dikirim ke alamat emall PPID yang scan identitas
terters di iwebste, (3) menairim fax dirt (NIK) dani
formulir permohonan informasi pemohon
yang telah diisl lengkap disertai yang
dengan fax identitas dirl (NIK) ke mengajukan
nomoar fax PPID., keberatan
Melakukan registrasi formuli Semua data- Pada hari dan | Daftar pengajuan
pengajuan keberatan pelayanan o l —_ . = data pemohon jam kerja keberatan
Informasi dan menyampalkan informasi ﬁwwnq
pengajuan keberatan kepada disimpan dalam telah di-file
Atasan PPID bentuk dalam bentuk
hardcopy dan hardeopy dan
softcopy softcopy




—

2

10

3 | Memeriksa formulir pengajuan Berkas Pada hari dan Daftar surat
keberatan darl Para Pemohon pengajuan Jam kerja yang harus
Informasl dan memerintahkan . keberatan diberikan
PPID dan PPID Pembanty untuk pelayanan kepada PPID
menjawab permohonan Informasi informasi yang dan PPID

telah dilst Pembanty
lenghap 1

4 | Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas Pada harl gan Surat perintah
PPID Pembanty untuk memenuhi pengajuan Jam kesja tertulis
permintaan informasi dari -, keberatan kepada PPID
Pemohon Informasi. pelayanan dan PPID

informasi Pembantu
yang telah diisi untuk
lengkap, memenuhi
(2) DIP permintaan
yang telah pemohon
diumumkan informasi
yang
mengajukan
keberatan
palayanan
informast
publik

5 | Memberikan informasl yang Dokumen/ Pada harl dan Informasi
diminta oleh pemohan informasi Informasi jam karja pubilik
kepada Atasan PPID fika inforrmasl .. yang dimaksud yang dimints
yang dimaksud telzh masuk DIP. oleh Pemohon oleh Pemohon
Atasan PPID akan menjawab Informasi atau Informiasi atau
pengajuan keberatan kepada rekomendasi surat
pemohon informasi, Jka informasi surat penolaskan penolakan




=15s

2

11

yang diinginkan pemohon
informasi tidak termasuk dalam

DIP yang telah diumumkan, karena
informasi belum tersedia atau
termasuk informast yang
dikecualikan, maka diberfian
surat penolakan kepada Pemohon
Informasi.

Informasi
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NOMOR SOP
[TGL. PEMBUATAN ¢
TGL REVISI :
LOGO [FGL. EFEKTIF
INSTANSI
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
R FASILITAS] SENGKETA
INSTANSI
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KAS] PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 ;
2. UU 25 Tahun 2009 ;
3. UU 23 Tahun 2013 ;
. PP 61 Tahun 2010 ;
5. Perki 1 Tahun 2010 ;
Perkd § Tahun 2013 ;
7. Perkd 1 Tahun 2017,
KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kerja dan Rencans Kerfa
. Term of Reference
. Alat tulis kantor
. Jatingan Intermet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN;
. Disimpan dalam bentuk softcopy dan Aardoopy




<

Pelaksana Pendukung
Kegiatan PPID atay :
i Informas | Keengkapan Wakty | Oupue  [Xeterangen
Pembanty
2 4 6 7 8 9 10
Setiap Pemohion Informasi dapat (1) Formulir Pada hari dan | Berkas
mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan| jam kerja, permohorian
tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasi Pubiik maksimal 10 | Informasi
waktu 10 (sepuluh) har kerja, yang tersedls di mejal (sepulub) hari | yang telah
sejak permohonan informast pelayanan PPID atau | kerfa, sefok | ditsi lengkap
teregistrasi dan diberfian, ditampilkan di permohonan | dan dilampirl
Perpanjangan pemenuhan website dan dapat | informasl fotocopy/
permohonan informasi selama? diunduh, teregistrasl scan (dentitas
(tujuh) hari sejak pemberitahuan (2) Fotocopy atau dirf (NIK)
tertulls diberikan dan tidak dapat scan identitas din
diperpanjang lagi (NIK) dari Pemohon
Informasi
yang mengajukan
keberatan
Atasan PPID menetapkan Tim Tanggopan
Fasilitasi sangketa Informasi untuk . tertulls dar
MENguUPAYkan penyelesan Atasan PPID
sengkets informasi, yang dibentuk peribal
oleh PPID Utama informast
yang
disengketa-
kan




10

terkalt, pejabat yang menangani 14 (empat

bidang hukum, pejabat fungsional, belas) harl

seita JFU yang sesual dengan keria setelah

kebutuhan diterimanya

-(_ tanggapan

tertulls dari
Arasan PPID.

Tim fasinasi sengketa informasi

melaporkan proses penanganan ,.

sengheta informasl kepada Atasan

PPID

Upaya penyelesaian Senghketa

Informasi Publik diajulan kepada ,.

Komisi Informasl Pusat, Komisi

Informasi Provinsl, Komisi

Informasi Kota Madiun sesuai

dengan kewenangannya apabila

tanggapan Atasan PPID dalam

proses keberatan Udak
memuaskan Pemohon Informasi.

C

ﬂ WALIKOTA MADIUN, ‘

=

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum,




LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR  : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Seprember 2017
FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
. Informasi
Pefobot/ Uni/ | - Peranggung. | s dan | Bemtuk sanggha
§ Sabker Jawab Waaktu
Jesis Vg pormbuatan [ Temest | informast | o b Wofib wiaph tofoemasi | pg
riarrrasi Menguasai atay Penerbit Pembustan = ang e Diumurikan | Ohemsmikan 'l"-ll'ﬂ" . Roteral
Informasi Informasi Informas eriadia Berkaka Sertn Merta | Setiap Ssat | dikecuabihan Arsig
2 4 i & 7 8 9 10 11 12
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.




LAMPIRAN II1 : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Soptemher 2017

1. ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- PPID ISt
PEMOHON PRID KOM

7
~| . -" : '“ B YU
6
hse Tas
u 4»
Ya
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Keterangan Alur Layanan Informasi Publik :

1.
2

10.

11

Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID.

Sekretarist menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data
tentang informasi yang diminta.

Sekretariat memberikan tanda buktl mengajukan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan data informasi yang diminta, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon
termasuk dalam kategori dikecualikan. Apablla termasuk data yang dikecualikan,
maka Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mengemballkan ke
Sekretariat untuk disampaikan kembali kepada pemobon. Sedangkan apabila
informasi tidak termasuk yang dikecualikan maka permohonan diteruskan ke
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyiapkan materi jawaban.
Berdasarkan bahan/ data dar Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
Sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima,

Sekretariat menyampaikan informasl kepada pemohon.

Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesual dengan yang
diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung
PPID sehingga terjadl sengketa informasi. Dalam hal terjadi sengkets, Bidang
Bidang Fasilitasl Penyelesaian Sengketa Informasi melakukan upaya untuk
menyelesalkan sengketa,

Dalam hal informasi yang disampalkan oleh Sekretariat sudah sesual dengan
harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan
pemohon, maka pelayanan informasi selesal,

Apabila hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bidang Fasilitasi
Penyelesalan Sengketa Informasi dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka
dimintakan mediasi ke Komisi Informasi,

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-bidang dalam struktur PPID
akan melakukan koordinas! dan konfirmasi kepada PPID Pembantu sesual dengan

lingkup kéwenangan masing-masing.



o3

2. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)

wgo nantia Lt etk dun shemat, et Tl pmn, Tebbimil, amui (e saa)]
R FORMULIE PERMONONAN (48 ORMASE
il fur Pundafiacen (i pefugin”
Mona
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Di Balik Formulir Permohonan Informasi Dicetak informasd berfkut:

Hak-hak Pemohon Informasi

Bordasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuall (3) informasl yang apabia dibuks dan diberikan kepada pemohon  Informasi
dopet: Menghambat proses penegokan hukum; Menganggu kepentingon perfindungan hok
atas kekaysan  imteleitual dan  perfindungan  dari  persaingan  usaha  tklok  sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengunglap kekayaan alam Indones;
Meruglkan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negert
Mengungkap Isi akta otentik yang bersifat pribaci dan kemauan terakhir ataupun wasint
seseorang; Mengungkap rahasiy pribadl; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik
stau Intra Badan Publik yang menurut sfatnya dirshasiaban kecuall atas putusan Komesi
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
undang. (b) Badan Publik Juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atay
didokumentasian,

I1I. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOMHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID, Sia tanda buk) permobonan
informasi tidik dibertkan, taryakan kepada petugas Informas! alasannya, mungkin permintaan
informant anda kurang lenghag.

L Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
tidoknys permobonan informasl dalam jengka waktu 10 (sepulub) hari kerja sojak
diterimanya permobonan informasl oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
waktu untuk member! jawabon tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang dlminta
belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informast yang diminta
termasuk Informasl yang dikecualikan atau tidak,

IV. Biaya yong dikenakan bagi permintsan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan
Fimpinan Badan Publik adatah (diisi sesual dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

A s nan

ooooooooooooo e
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V. Apablls Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dopat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalom jangka wiktu
30 (tigh puluh) hari kerja sejak permohonon informasi ditolak/ditemukannys slasan
keberatan llnnya. Atasan PPID wajb memberfian tanggopan tertulls atas keberatan yang
disjukan Pemohon Informasl selambat-lombatnys 30 (tiga puluh) harl kerja sejok
diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan,

nummmmmmwmwm.mm
wmmwmmmwmmmmu
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Pubiiic,
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4. FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

ogo (nama badan publik dan alarnat, nomor telepon, faksimill, enall (o ada))
badan PEMBERITAHUAN TERTULIS
putiik

Berdasarkan permohanan Informasi peda tanggal . bulan ., tahun . dengan nomor pendaftaran® .,
Kami menyampaikan kepada Seudama/l:

8. Informasl tidak dapat diberikan karena:**

«  Informasl yang diminta befurm dikuasal

«  Informast yang diminta belum didokumentagikan

Penyediaan informasl yang belumn didokumentasikan dilskukan datam jangha waktu . *****
TS 7 [tempat), e (tangoalbulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

B i)

Keterangan:
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5. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

[nama badan publik dae siamat, nomor telepon, fakuimill, emall (ks ada))

badan publin SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

Nama | S — —— - m——

esessiesieiittems —=
O — R — cemmmaamste
s A A i A 8 k4 b A b d b s b A48 6
Emall :
L] H — v

Rinclan Informasl yang dibutuhkan : =t

B T L T Y et X T T YRS T Y S 2 1Y

et 4 4 (e S S— - 5 — 08— 00— ) @ —

PPID memutuskan bahwa Informasl yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Informasi didasarkan : Pasal 17 huraf .. WU KIp, **

pada alasan
Pasal ... Undang-Undang ..***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal oif atas, membuka [nformas! tersebut dapat menimbulkan konsskuens: sebagal
Dokt

e i Y B L R e e e e L R R R e e s T ST T
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Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMAST DITOLAK

Jka Pemohon Informasi keberatan atas penctakan inl maka Pemohon Informasl dapat mengajukan keberatan
mmmmmw(wwm)mmwmwumwu

Rissoovesisive wrerd TEMPAL), .o {tanggal, bulan, dan tabun) ****]
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

s
Nama & Tandatangan

Keterangan:

mmmmunmmwmnmmm

**Diisi oleh PPID sesunl dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a ~ | UU KIP,

sercosual dengan Pasal wm;wm.wwwmmmpuummmmwm
wmwmwnmmm(mmmmwy
"-wwmmmmmmmmnmummw




6. FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA)

(mwmmmmmmmmm

Logo Badan
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOMHONAN INFORMAST
Putis
A INFORMASI PENGAIU NEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan o
Momor Pendaftaran Permohonan (st petuges)*
Informasi . —
Tufuan Penggunaan Informasi ...
1dentitas Pemohan
Nama = .
Alamat .
Pesrrjaan s
Nomor Telepon
1dentitas Kussa Pemohan **
Nama v
Aluerat
Nomor Telepon

B. ALASAN PENGAIUAN KEBERATAN®**

Permobocan [nformas & tolak.
Informars berkata Udak diseqiskan
Permintaan informis ak ditangyp!

Pormintaan nforman dtanggeps txizk setagaimany ying duninta
Permuntaan informas Dok dpemim

Hlaya yang dikenakan tdsk wajr

Informast disampaskan mesebit Jangha wakti yang Stentukan

e ~pap T

C. KASUS POSISI (tambabikan kertas bila perii)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN ¢ /tanggul], [bntan, [sahun [

Oleh petugas]**=
Demikian keberatan inf says sampaikin, atas perhatian dan tanggapannys, saye ucagkan terimakasih.
UTTEEEreasem—" ) N sresrmserenenersen - tENGRAL), [bulan), [tahun] *eeee
m EE LR RN
Petugas Informast Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
( ) | g . ‘
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
KETERANGAN

* Wmnuxwhmmmmwuam
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s mmmmmmmwm |

sessr  Tanggsl ditsl dengan tanggal mmmwmwumum

et mummmm.mmmmwmm
yang menerima pengajuan keboratan,




7. REGISTER KEBERATAN®

Aigraet e s Pty atiin
(Pt 0% vt (1) LA )
e, Rl reva) Tiam Hisr etun Tanggel
o T e Aot Raortur Pemcalfran|  Ymny Penggidan Krpudiisan Afatt Panzderian Prtan (e P “Tirgrapari
sk | Pohoaan: Pemphoran| Oemims | 0 Doboemssl @0 (b e e e | | gt p T da Mtmsan POEO Poresan
Trifermian Wit 2ary e
l_lﬂlln'ln‘
e, | g noeter rojeerasd kebertan
T et IAnianyy SOl ket atan Gl
Hamg © el plergan M Bemetn Ut MUARR 1Ang Fenpaies beten e AN atan ki
ARt bl toerlaen il ionghan e Rins Pomchon oM
Lt el ¢ il eedang namas kandal [namor iesepor, Taisimill segon e (dmasl Fesshon bnformad Pubke,
Mo Meeclahtaren Permononan Iefonmas i) ey e peesSaftaran (e farmule pesmhanen rlsesaal Dulim hal eSeratat karena alesan nhares wang thdak dhemuerkan secera Sechida, mista ko inl Sutak perll s,
Infrmas Yang demnE | v dergan informasd wang demunta, '
Tirjudn Perggnrssan Infomrmsy | M DATERIG TSN MEAN pATTTGIG iy rngruinaan INmrmes
diasan Pongupuean Kaberatan fﬁmmﬂlﬂm_mmmWhﬁHﬁnmmhqnmmm

(Pamsal 3% wpet (1) UL WP

Fep s Eaan PPID
thmw

m:-r:-n—-mu
Targgasan Pemahin Tnfemas

[ i T

4 Percian e perreaan niomie berdairen oo peroecusion setbagamans dimmeacd dakam Paee 17 Unceng -Linsw Ketortusas Tl Mo

B Tk disdlbanpg e berisly

£ Ti (s premsriaes niamay

o Pyt s Dok MO0 sehiagamang pong dimrts

£ Tilme dipevidess permilam il

T Pongenasn b yang Dol wajmr
mmmmmmmmmmmmmw
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7 themd Hian (dan Gangga perniberan Langoipn ate beteraan
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v dmgan nggaran Pemnnan kfnmas Puale a0 Repurusane At FPLD

WALIKOTA MADIUN,
ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum,




